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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide

Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.
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B. Konsonan

) = Tidak dilambangkan o= =dl
5 =h L =th
S=t L =dh
=15 ¢ = ,,(koma menghadap keatas)
c=] ¢ =gh
¢ =h <=t
¢ =kh S =(
a=d A=k
,=4dz J=1

o =T s =M
3 =z T =n
H=S S=W
L =8y o =h
u=a=sh E=Yy

Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “¢”’.
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C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

N

a Misalnya ¢ menjadi gala

Vokal (a) panjang

Vokal (i) panjang Misalnya 2 menjadi gila

1
[

Vokal (u) panjang Misalnya 2 menjadi dina

S
Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya™ nishat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya® setelah fathah dituli \s

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  misalnya J# menjadi gawla

Diftong (ay) = & misalnya,s menjadi khayrun

D. Ta’ marbiithah (3)

Ta " marb(thah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta® marb(thah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya %% 43 menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya s

U menjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikancontoh-
contohberikutini:
1. Al-Imam al-Bukhériy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyd" Alldhkdanawamda lam yasya ' lam yakun.
4. Billah ,, azzawajalla.
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat”
ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmanWahid,” “AminRais,” dan
bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Alda Laily Azkiyah, 17220015, 2021. Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai
Terhadap Rokok Ilegal di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Malang), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Risma Nur Arifah, SH.I, M.H.

Kata Kunci : Optimalisasi, Bea Cukai, Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok yang dalam produksi dan peredarannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal
diantaranya tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang tidak sesuai
dengan peruntukkannya. Di Provinsi Jawa Timur terdapat sebagai peredaran
rokok ilegal terbesar khususnya di Malang. Semakin banyaknya pengusaha rokok
yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok
dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang
terdaftar di Bea Cukai. Di dalam Undaang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal
54 dan 56 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak
(orang) yang melakukan pelanggaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi
pidana penjara maupun pidana denda. Maka dari itu Optimalisasi pengawasan
terhadap rokok ilegal menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah yang
digunakan ada dua yaitu yang pertama (1) Apa sajakah kendala pengawasan cukai
yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang? Dan yang kedua (2) Bagaimana
optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang adadi Bea Cukai Malang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara
dan studi dokumen. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah
editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion.

Hasil Penelitian ini yaitu : (1) Optimalisasi pengawasan yang di lakukan
oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah upaya untuk
mencegah agar peredaran rokok ilegal di Malang yaitu melakukan pengumpulan
informasi baik dari internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan
aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan
pemerintah daerah, Polri, TNI, dan lain-lain, Penindakan yang dilakukan
kemudian di proses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang hasil
penindakan.(2) kendala-kendala yang dialami yaitu terdapat risiko resistensi fisik
dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur
budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM pengawasan
dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal
di wilayah Malang Raya. Di dalam maslahah mursalah juga dijelaskan bahwa
maslahah harus memelihara tujuan syara™ serta menghindari kerusakan sesuai
dengan keterangan dari al-Khawarizmi. Selain mengenai peredaran rokok ilegal
tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan maslahah karena memberikan
banyak kemudharatan.
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ABSTRACT

Alda Laily Azkiyah, 17220015, 2021. The Optimization of Customs Supervision
on lllegal Cigarettes in Malang in Terms of Law Number 39 of 2007
Concerning Excise (Case Study at Malang Customs and Excise Supervision
and Service Office), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty
of shariah, Maulana Malik lbrahim State Islamic University Malang.
Advisor : Risma Nur Arifah, SH.l, M.H.

Keywords: Optimization, Customs, lllegal Cigarettes

Illegal cigarettes are cigarettes which are created by using contrary
production and distribution against laws and regulations. The criteria of illegal
cigarettes is not attaching excise stamps and attaching fake excise stamps that are
not in accordance with their designation. In East Java Province there is the largest
illegal cigarette circulation, especially in Malang. The increasing number of
cigarette entrepreneurs who do not have a cigarette production and marketing
permit, can cause the cigarettes to be marketed at a much lower price than
cigarettes registered at Customs and Excise. In Law Nomor 39 of 2007 Articles 54
and 56 have explained in detail relating to actions for parties (people) who violate
the circulation of illegal cigarettes, namely imprisonment and fines. Therefore,
optimizing supervision of illegal cigarettes is the main focus of this research.
There are two problrm formulations used, namely the first (1)What are the
obstacles to excise supervision carried out by the Malang Customs and Excise?
And secondly (2)How to optimize excise supervision on cases in Malang
Customs?

This study uses a type of empirical juridical research with a sociological
juridical approach. The sources of data used in this research are primary and
secondary data with data collection methods through interviews and document
studies. While the data processing methods are editing, clarification, verification,
analysis, and conclusion.

The results of this study are: (1) Optimization of supervision was carried
out by the Customs and Excise Supervision and Service Office as an effort to
prevent the circulation of illegal cigarettes in Malang. The efforts that have been
done was collecting information both from internal and external, coordinating
with relevant law enforcement officials in order to handling illegal cigarettes, both
with the local government, the police, the national army, and others. The action
taken was then further processed by the investigation section and the goods
resulting from the prosecution. (2) The obstacles experienced were the risk of
physical resistance from the community in their activities due to the culture, the
lack of public awareness, and limited human resources for supervision in carrying
out comprehensive supervision regarding the circulation of illegal cigarettes in
Malang. Regarding to maslahah mursalah, it is also explained that maslahah must
maintain the objectives of syara’ and avoid damage in accordance with the
information from al-Khwarizmi. In addition to the circulation of illegal cigarettes,
it is very contrary to the purpose of maslahah because it provides a lot of harm.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum dijadikan kedudukan tertinggi
untuk mewujudkan kebenaran yang menguasai tingkah laku dan perbuatan
tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat." Dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin
segala warga Negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Jadi
semua warga Negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematui hukum. Kepatuhan
hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum.
Terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan

pelanggaran hukum.?

Cukai merupakan kategori pajak yang berperan dalam pembangunan
perekonomian Negara yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja
Negara. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dari aspek
pelayanan publik, tata kelola pemerintah yang baik, dan peningkatan kinerja maka
pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Dalam hal ini Direktorat jenderal Bea dan Cukai melakukan peran penting dalam

! Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta, 1978), 13.
2 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)
(Jakarta: Sinar grafika, 2009), 2.



penindakan rokok ilegal. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi
barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang
ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea
adalah penting supaya orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk
tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tapi juga untuk
memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya

meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan kantor Utama
Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk
menjaga peelayanan publik. Salah satu peran penting adalah telah dilakukan
dalam hal ini atas mengatasi rokok ilegal sebagai bentuk untuk
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Rokok dan tembakau
hingga kini masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan,
terutama cukai samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman

mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol).?

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pasal 54 dan pasal
56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bertujuan untuk  memberikan
kepastian hukum supaya terhindar dari perbuatan melangar dan mencegah

kerugian bagi ekonomi negara. Dengan adanya kebijakan diharapkan bisa

% Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 74.



mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemalsuan,

maupun tindakan-tindakan lain yang sifatnya merugikan.

Dengan rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan
pendapatan rumah tangga, dan mekanisasi industri rokok kretek ikut menyumbang
meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-
an. Sebagian besar perokok di Indonesia (88%) mengkonsumsi rokok kretek yaitu
rokok yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Prevalensi perokok
Indonesia stagnan berada di angka 33% dari tahun ke tahun. Namun prevalensi
perokok pemula atau remaja yang terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi

9,1% pada 2018.*

Dan Seluruh kasus di bawah ini diperoleh dari Bea Cukai Kota Malang
Dalam 4 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2021 hasil penindakan rokok
ilegal mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bagaimana Bea Cukai
Malang melalui unit pengawasan selalu bekerja semaksimal mungkin dalam

pemberantasan rokok ilegal. Dari data yang di dapatkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 : Barang Hasil Penindakan lebih dari 7,4 juta batang rokok
ilegal

2. Tahun 2019 : Barang Hasil penindakan lebih dari 10,06 juta batang rokok
ilegal.

3. Tahun 2020 : Barang Hasil penindakan lebih dari 11,8 juta batang rokok

ilegal.

* Marta Warta Sllaban, Hasil Litbang : Kerugian Pemerintah Akibat Rokok 4.180 T,
bit.ly/2UBvK?2a (diakses pada tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10.55)



4. Tahun 2021 : Barang Hasil penindakan lebih dari 13,69 juta batang rokok
ilegal >
Berdasarkan data yang ada kerugian ekonomi bidang cukai di kota Malang
dari tahun 2018 juga melakukan pemusnahan puluhan juta rokok ilegal yang
mengakibatkan kerugian Negara lebih dari 2,75 Milyar, di tahun yang berbeda
yaitu 2019 mencapai 3,7 milyar di tahun 2020 keruagian Negara sejumlah 5,37
Milyar dan di Tahun 2021 kerugian yang dialami Negara adalah 6,67 Milyar dari
hasil pemusnahan barang ilegal tersebut. Dan yang terjadi adalah kerugian

ekonomi Negara yang setiap tahunnya naik.°

Penelitian yang dilakukan oleh Yunda Rudita dengan judul “Pengawasan
Peredaran Rokok llegal Di kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”. Penelitian ini
menyatakan bahwa jumlah penindakan rokok ilegal pada setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Bea dan Cukai Tembilahan telah
menindak rokok ilegal sebanyak 6.497 hasil tembakau. Dengan adanya
peningkatan penindakan rokok oleh Bea dan Cukai Tembilahan pada tahun 2017
tersebut dapat membantu mengurangi potensi kerugian Negara sebanyak Rp.
4.925.187.000, di tahun 2016 hanya membantu mengurangi potensi kerugian
Negara sebanyak Rp. 1.383.755.000 dan pada tahun 2015 hanya membantu
mengurangi potensi kerugian Negara sebanyak Rp. 1.045.890.000. penelitian ini

menyatakan bahwa pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean ¢ Tembilahan

> Sutrisno, “Wawancara,” Malang 27 April 2021
® https://malangkota.go.id/tag/kantor-bea-cukai-malang/. Diakses pada tangga | 8 april 2021




belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan pengawasan tersebut.’

Penulis juga menemukan kasus yang di teliti olen Abdul Khamid yang
berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil
Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
(KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus” disini menyatakan dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga bulan juli 2014,
pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum bea dan cukai
kudus masih terbilang cukup tinggi. Tahun 2012 hingga bulan juli 2014 tercatat
terjadi seratus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di bidang cukai
tahun 2012 ada 30 pelanggaran dengan rincian 12 pelanggaran administratif dan
18 pelangaran pidana, tahun 2013 ada 47 pelanggaran dengan rincian 16
pelanggaran administratif dan 31 pelanggaran pidana sedangkan tahun 2014 ada
23 pelanggaran dengan rincian 5 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran
pidana. Bea Cukai Kabupaten melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh
KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan
melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu melakukan penindakan
terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Dan ada kendala yang masih di
hadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan juga

kurangnya sarana prasarana.

" Yunda Rudita, “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Tembilahan” ,
(Skripsi, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2018) , https://repository.uin-
suska.ac.id/14733/




Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih terjadi merupakan
bentuk bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih kurang
efektif, selain melakukan pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai harus melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai
dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang
melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah kantor
pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai, pengawasan dilakukan dikarenakan
maraknya terjadinya rokok ilegal yang beredar yang disebabkan oleh kenaikan
harga tarif cukai dari sebelumnya. Pengawasan terhadap rokok ilegal harus
dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus
melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun

dalam peredarannya.

Bea Cukai perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor
pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan
peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang

sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah patut untuk melindungi Negara dari perbuatan yang merugikan
Negara. Dengan kejadian tersebut akan menurunnya ekonomi sehingga angka
kemiskinan masyarakat Indonesia semakin meningkat dan bertolak belakang dari
salah satu tujuan Negara yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

Indonesia.



Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang “Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai terhadap

Rokok llegal di Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai” (Studi Kasus Bea Cukai Malang)

B. Rumusan Masalah

1.

Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea
Cukai Malang?
Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di

Bea Cukai Malang?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea
Cukai Kota Malang
Untuk mengetahui optimalisasi cukai terhadap kasus yang ada di Bea

Cukai Malang

D. Manfaat Penelitian

1.

Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya
bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung
dengan Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap peredaran
rokok ilegal di Malang

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya pengawasan di Bea Cukai

Kota malang.



E. Definisi Operasional
1. Optimalisasi Pengawasan

Optimalisasi pengawasan yang dimaksud peneliti adalah sebagai cara atau
proses untuk menjadikan suatu fungsi kegiatan dalam organisasi atau lembaga
menjadi lebih baik lagi guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini dari lima bab
sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar
belakang masalah yang menjelaskan tentang Optimalisasi Pengawasan bea cukai
terhadap rokok ilegal, Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah,
tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan

manfaat penelitian

Bab Kedua merupakan bab yang berisikan beberapa materi yang terkait
dengan penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah. Materi yang terkait

dengan penelitian ini adalah materi tentang cukai.

Bab Ketiga merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini, yang memuat: jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data,

metode pengolahan data, dan sitematika penulisan.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis
8



menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah
kesatu dan kedua yaitu Bagaimana Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap
Peredaran Rokok llegal di Malang ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun

2007 Tentang Cukai.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian
kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat

berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Sebagaimana talah dituliskan dalam rumusan masalah diatas, yang akan
dikaji pada skripsi ini adalah Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai terhadap
Peredaran Rokok llegal di Malang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 tahun
2007 Tentang Cukai (Studi di Bea dan Cukai Malang), yang akan dibahas adalah
Optimalisasi bidang cukai tembakau pada rokok ilegal di malang. Sesuai dengan
batas pemikiran peneliti peneliti, ternyata pembahasan mengenai subtansi yang

peneliti bahas belum ada:

Skripsi dengan judul “Pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten
indragiri hilir oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya
pabean C tembilahan”, penelitian ini ditulis oleh Yunda Rudita, Program Ilmu
Administrasi negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan metode teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul
di olah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh yaitu: pertama, Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe
madya pabean C tembilahan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok
ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal. Namun, dalam
pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, yang menjadi kendala

dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten indragiri hilir

10



oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya pabean
C tembilahan adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan

kurangnya sarana dan prasarana.®

Skripsi yang berjudul ‘“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di
Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”. Yang
ditulis oleh Abdul Khamid mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
pada tahun 2015. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian
lapangan/field reseach. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jenis pelanggaran yang
terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan bersifat pidana,
penegakan hukum yang dilakukan olen KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah
secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan
represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidng
cukai. Kendala yang di hadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di

bagian penyidik dan kurangnya juga kurangnya sarana prasarana.’

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok llegal Di

kabupaten Pamekasan Tinjauan Maslahah Mursalah”. Penelitian ini ditulis oleh

® Yunda Rudita,” Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan,” Skripsi
Universitas islam negeri sultan Syarif, (2018), http://repository.uin-suska.ac.id/14733

° Abdul Khamid, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil
tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe
Madya Cukai

Kabupaten Kudus,”Skripsi  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015),
http://digilib.uin- suka.ac.id.
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Thoyibatut Taufigoh, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dari penelitian ini
dapat ditemukan dua temuan. Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi
peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehingga presentase peredaran rokok
ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan
pihak Bea Cukai terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam
kategori maslahah karena sejalannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan
kemaslahatan publik sehingga efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok
ilegal dinilai maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis
empirs dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dengan cara
melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dengan menggunakan
teknik wawancara bebas terpimpin dan terdapat tiga metode pengolahan data

meliputi tahap editing, tahap analisa dan tahap kesimpulan.®™

Skripsi yang berjudul “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum
Islam”, yang ditulis oleh Adinda Cahya Maghfirah mahasiswa Insitut Agama
Islam Negeri Palopo pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan

pendekatan penelitian sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa

19 Thoyibatut Taufiqah, “Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Cukai Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Pamekasan tinjauan Maslahah Mursalah”,
Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,(2017) http://etheses.uin-

malang.ac.id
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penindakan Bea Cukai Pare-Pare melakukan berbagai pengawasan secara ketat
dan masif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai
upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan
dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-Faktor yang
menghambat Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap peredaran cukai ilegal,
faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang
cukai ilegal ke dalam wilayah Pare-Pare, faktor masih lemahnya pengawasan dan
penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang
dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan
pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya
pengawasan preventif, faktor internal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak

jelas.™*

Skripsi yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten
Rokan Hilir”, yang ditulis oleh Iswanda Gustiriano mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021. Metode peneltian yang
digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben b dinilai masih belum optimal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan rokok tanpa pita cukai di

kabupaten Rokan Hilir adalah kurangnya SDM dan luasnya wilayah kerja dari

' Adinda Cahya Maghfirah, “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean ¢ Pare-Pare Perspektif Hukum Islam, (2020)
http://repository.iainpalopo.ac.id
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai

serta harga dari rokok tanpa cukai yang relatif murah dan kurangnya kesadaran

dari masyarakat.'?

Tabel 2. 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No

Nama dan

Hasil

Metodologi

Judul Penelitian Penelitian Persamaan | Perbedaan
1. | Yunda Kantor Penelitian ini | Membahas | Perbedaan
Rudita/fakultas pengawasan menggunaka | tentang disini
ekonomi dan | dan n metode | pengawasan | penulis
ilmu sosial | pelayanan teknik Bea Cukai | memfokusk
Universitas Bea d_an pengumpulan | terhadap an pada
Islam negeri | Cukai Tipe | data peredaran tinjauan
Sultan  Syarif | Madya observasi, rokok ilegal | Undang-
Kasim Pabean  C | awancara Undang
Riau/2018, Tembilahan | g5 Nomor
“Pengawasan melaksanaka | qokumentasi. 39Tahun
peredaran rokok | " Wgas | pata  yang 2007 Pasal
ilegal di | Pengawasan | terympul di 54 dan pasal
kabupaten peliecli(ar{:}n | olah dan 56 Undang-
Indragiri  Hilir g? oK 1egal | gianalisis Undang
oleh kantor secara nomor 39
pengawasan dan E%?;gﬁﬁen kualitatif. Tahun 2007
pelayanan Bea Hilir dengan bertujuan
dan Cukai Tipe | arsimal. untuk
madyg Pabean C Namun, membt_erlkan
Tembilahan” dalam kepastian
pelaksanaan hukum
nya belum supaya
optimal terhindar
dikarenakan dari
masih perbuatan
adanya melangar
faktor-faktor dan
yang mencegah
menghambat kerugian
pelaksanaan bagi

12 |swanda Gustiriano,”Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang
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nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten Hilir”,Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau,(2021) http://repository.uin-suska.ac.id
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B. Kerangka Teori

1. Pengertian pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia
berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawaasan adalah aktifitas
mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan
dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tidakan yang dapat medukung pencapaian yang
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan
proses utuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.*®

Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktifitas yang
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil
aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, sedangkan menurut
Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa
kegiatan-kegiatan dapat memberi hasil seperti yang diinginkan
sedangkan menurut komarudin pengawasan adalah hubungan dengan
perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah

perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.**

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

a. Fungsi Pengawasan

3 Adisasmita Raharjo, Manajemen Pemerintah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 15.

¥ Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2014), 16.
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Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan

yaitu sebagai berikut:*

Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan
kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-

masing.

1) Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah
menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan
cermat.

2) Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup
memadai dan dilakukan secara efektif.

3) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif
yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan

dan perintah.

> Arifin Abdul Rachman, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan, (Jakarta:CV.
Haji Mas Agung,(2001), 23.
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2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan
penyelewengan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas
barang atau jasa yang dihasilkan.

3) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

4) Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan,
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

5 Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.

C. Macam-Macam Pengawasan
1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Cotrol)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat
atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Petugas atau
unit pengawasan ini bertindak atas nama kepemimpinan organisasi. Petugas
atau unit pengawas ini bertugas mengumpulkan semua data dan informasi
yang dibutuhkan oleh organisasi. Data tentang kemajuan dan kemunduran
dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pengawasan ini juga dapat digunakan
dalam kebijaksanaan kepemimpinan. Untuk alas an ini, kadang-kadang
pemimpin perlu meninjau kebijakan/keputusan yang telah dikeluarkan.
Sebaliknya pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh control internal bawahannya.*

2. Pengawasan Preventif

16 Maringan masry Simbolon, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, (Jakarta, Ghalia
Indonesia, 2004), 62
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Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk
mencegah terjadinya kekeliruhan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem
pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun

dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem
prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

b. Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan.

c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan
pembagian pekerjaannya.

e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari

peraturan yang telah ditetapkan.*’

D. Cukai
1. Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk
terpilih yang memeiliki atau karateristik pantas dengan hukum. Pendapatan
Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai

juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan

7 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan manajemen (Jakarta, Ghalia
Indonesia, 2004), 64.
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berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan

atau karateristik objek cukai.™®

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karateristik yang
berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi
bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan
langsung.”® Salah satu faktor penting salah satu daya tarik cukai adalah
kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk
penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembangan

pada tahun ke tahun.

Barang cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
karateristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi
pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau
lingkungan hidup atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi

keadilan ataupun keseimbangan.
Pengertian Cukai menurut Undang-Undang yaitu:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang

mempunyai sifat atau karateristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.°

'8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai,
(Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

19 R. Santoso Brototodiharjo, Pengantar Ilmu Pajak, (Bandung, Erasco, 2003), 33.

%0 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Bab 1, pasal 1.
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Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,
Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan
yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang kena cukai untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk

penjualan eceran.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,
Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, atau lapangan yang bukan
merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang
kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk

disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,
tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang

kena cukai kepada konsumen akhir.

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang:

a. Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.

b. Penyebarannya perlu dipantau.

c. Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun
kawasan.

d. Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan
dan keseimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

Untuk dapat mengetahui sumber anggaran pendapatan Negara pendapatan

Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan
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pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain
dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai
dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan
penelitian atas kepemilikan Nomor pokok pengusaha barang kena cukali,
pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau

pengawasan rokok dengan pita cukai palsu.

Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian
konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau
internasional mengendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi
terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan yang berasal dari
forum internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2005.
Meskipun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi

yag digagas oleh World Health Organization tersebut.?*

Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan
dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara
melalui pengenaan cukai barang. Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran
rokok ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan
negara dari segi pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok.
Pemerintah dan dinas instansi terkait harus mampu bekerja sama dalam upaya

pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut.

2. Dasar hukum dan Peraturan Tentang Cukai

21 Surono, kebijakan Tarif Hasil Tembakau 2013: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasl Tembakau,
(Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), 1.
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Adapun dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun

2007 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cukai.

Mengenai peraturan tentang cukai diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 yang memiliki tujuan melindungi bangsa, menciptakan ketertiban,
keadilan sosial.?? serta diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menurut Zainal Abidin mengatakan dalam setiap unit organisasi
pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keberadaan unit organisasi tersebut. Penetapan tugas dan fungsi atas suatu unit
kerja organisasi merupakan hal yang penting karena menjadi landasan hukum
organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam
pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Untuk
memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ada
baiknya kita ketahui terlebih dahulu tugas dan fungsi Departemen Keuangan
sebagai induk organisasi DJBC. Tugas departemen keuangan dalam pasal 2
peraturan menteri keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan
tata kerja departemen menteri keuangan adalah Departemen Keuangan
mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian

tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

22 «Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4”
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Adapun dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008
tentang organisasi dan tata kerja departemen menteri keuangan, dalam
pelaksanaan tugas tersebut, departemen keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara.

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara.

c. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung
jawabnya.

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan
Negara.

e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang keuangan dan kekayaan Negara kepada presiden.

f. Sebagai unit organisasi yang berada di bawah departemen Keuangan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditentukan
secara jelas dalam peraturan Menteri Keuangan nomor
100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen
keuangan, Direktorat jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang
pelaksanaan pengawasan kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang
dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar
serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum
daam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
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Tentang kepabeanan.

Berdasarkan pasal 618 Peraturan Menteri keuangan Republik

Indonesia tugas DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan nomor

100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen

Menteri  Keuangan, Direktorat jenderal Bea dan Cukai

menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan Departeen keuangan di bidang
kepabeanan dan cukai.

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.

3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
bidang kepabeanan dan cukai.

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan
dan cukai.

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

6) Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersebut, pada tataran global telah menjadi
konvensi (kesepakatan Internasional) bahwa Bea dan Cukai

(Customs) memiliki peran-peran sebagai berikut:
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a) Fasilitator Perdagangan (Trade Facilitator)
b) Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial Assistance)
c) Penghimpunan Penerimaan (Revenue Collector)

d) Pelindung Masyarakat (Community Protector).?

E. Maslahah

Maslahah (i~¢<) berasal dari kata shalaha (ze<) dengan penambahan
“alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk™ atau
“rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah ( zll=), yaitu “manfaat” atau
“terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuaan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau
menghasilkan seperti menghasilkan keuntunan atau kesenangan. Atau dalam arti
menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi
setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu
mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan
kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.?

Dalam mengartikan maslahah secara defintif terdapat perbedaan rumusan
di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Uraian
berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ulama.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat

2 7ainal abidin, “Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai”(Yogyakarta:2011), 4.
2 Amir Syarifuddin, ushul Figh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.
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(kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah: Memelihara tujuan syara’
(dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum
itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.?®

Al-Khawarizmy memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi
al-Ghazali di atas, yaitu: Memelihara tujuan syara’(dalam menetapkan hukum)
dengan cara menghindar kan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki
ksamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak
kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan. Dan menolak kemaslahatan
berarti menari kerusakan.

Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf hamid al-Alim dalam bukunya
al-magashid al-Ammah li al-Syari’ati al-islamiyyah mendefinisikan mashlahah
sebagai berikut: Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam
bentuk ibadat atau adat. Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari
al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang
dapat membawa kepada tujuan syara’.?®

Definisi al-mashlahah menurut al-Buthi adalah: “Sesuatu yang bermanfaat
yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan
hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka,
sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan
tersebut”. Namun al-Buthi menegaskan bahwa al-Mashlahah dapat dijadikan
sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria tersebut adalah: maslahah

tersebut haruslah:

2 gyarifuddin, Ushul Figh 2, 346.
% syarifuddin, Ushul Figh 2, 347.
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1. Termasuk ke dalam cakupan al-Magashid al-Syar’iyyah yang lima.

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.

4 Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.

5 Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih
kuat/lebih penting.

Namun konsep maslahah al-Buthi yang telah dipaparkan diatas dirasa
memiliki kekakuan dan juga mendapat tanggapan kurang baikdari beberapa tokoh,
seperti Muhammad Khalid Mas“ud yang menerapkan bahwa pemaparan al-Buthi
terkait mashlahah pada kenyataannya menjadi tidak berguna sebagai konsep
hukum. Karena perhatian yang diberikan kepada maslahah oleh syari“ah itu
kemudian hanya berarti maslahah yang terbatas pada apa yang diperintahkan oleh
syara“, bahkan pada prinsipnya al-Buthi tidak setuju dengan para ahli hukum yang
menggunakan konsep maslahah yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Walau al-
Buthi, tapi rujukan-rujukan itu terkesan selektif dan sering keluar dari konteksnya.
Maka studi yang sebenarnya, terutama karena ia tidak mencurahkan perhatian
penuh kepada para pendukung konsep ini semisal al-Syathibi.?’

Dari bebeapa definisi tentang mashalahah dengan rumusan yang berbeda
tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang
baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan
keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam

menetapkan hukum.

%7 Abbas Arfan “Maslahah Dan batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al-
Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah)” , De Jure, Jurnal Syari’ah Dan Hukum, (juni, 2013),
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Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara mashlahah
dalam pengertian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam pengertian hukum
atau syara’. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan.
Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan
manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau
hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian syara™ yang menjadi titik
bahasan dalam ushul figh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah
tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda,
tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan

kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan. %

28 Syariffudin, Ushul Figh 2, 347.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris juga disebut penelitian lapangan (field research)
bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan yang terjadi
dilapangan dan interaksi lingkungan unit sosial, misal masyarakat atau sebuah
lembaga pemerintahan.”® Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
melakukan studi lapangan di Bea Cukai, Peneliti mendatangi Bea Cukai untuk
melakukan wawancara, untuk pengambilan data, dan untuk mengetahui upaya
pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai agar penerapan konsep dan hasil dari
data tersebut secara yuridis disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian
yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai
pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang

nyata.®

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis

sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai pranata

# symadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta, PT Grafindo persada, 2004), 80.
% Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
IndonesiaPress, 2004), 80.
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sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang
nyata.*! Pendekatan yuridis sosiologis memfokuskan penelitian yang bertujuan
untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara empiris
dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian untuk mengetahui kendala
dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai terhadap kasus peredaran rokok illegal yang terdapat di Malang.

Tujuan dari mengidentifikasi untuk mengetahui penerapan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sudah sesuai.

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di sebuah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Malang JI. Surabaya, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data Primer adalah data empiris yang didapatkan langsung dari objek

penelitian sehingga mendapatkan pengumpulan data.

Perolehan pengumpulan data didapatkan langsung melalui wawancara
kepada narasumber dan memberikan jawaban dan jawaban tersebut bisa
didapatkan dari hasil observasi atau alat pengumpulan data lainnya. Untuk

penelitian ini yang menjadikan data primer adalah hasil wawancara langsung

%1 Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
IndonesiaPress, 2004), 80.
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pada beberapa staf pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Malang. Dengan menggunakan data primer juga, peneliti bisa leluasa
melakukan wawancara untuk mengetahui Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Malang dalam menangani kasus rokok illegal yang berada di
Malang. Selain itu peneliti mengambil dokumentasi berupa gambar bukti
sebuah rokok yang telah disita oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai Malang.

2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku sebagai data
pelengkap sumber data primer. Metode ini bisa didapatkan dari membaca atau

mempelajari karya ilmiah seperti Al-Qur’an, buku, jurnal dan artikel.

Karya ilmiah yang disebutkan tersebut adalah penelitian beberapa
pembahasan mengenai cukai, buku-buku yang membahas mengenai
pengawasan dan data sekunder yang akan digunakan selanjutnya berupa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara,
yaitu mendapatkan informasi dengan cara melakukan Tanya jawab langsung
kepada beberapa anggota Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Malang. Dalam proses ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur

yaitu pewawancara telah menentukan tema dan beberapa pertanyaan yang
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akan diajukan kepada narasumber secara terstruktur sesuai dengan pedoman

wawancara.*?

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk
mengumpulkan data untuk memperkuat penelitian sehingga kebenarannya
dapat dipertanggung jawabkan. Studi dokumen dapat berupa dokumen resmi,
buku, arsip, dokumen pribadi, tulisan atau foto yang berkaitan dengan masalah
penelitian yang terdapat di Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Malang. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah menjelaskan prosedur bagaimana
mengelola data dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang

digunakan, adapun beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap editing merupakan cara peneliti untuk memeriksa dari hasil
peneliian berupa data primer dan data sekunder, yang merupakan terdiri dari
wawancara dari sebuah kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Malang untuk kesesuaian Undang-Undang mengenai Cukai yakni Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pada tahap ini peneliti akan

% Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, 128
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memperbaiki tulisan-tulisan yang salah dan yang terdapat kekurangan

didalamnya supaya nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

2. Klarifikasi (Clarification)
Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara
diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh

benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (Verification)
Verifikasi atau pengecekan kembai dari data-data yang telah terkumpul
untuk mengetahui keashihan datanya apakah sudah benar-benar valid dan

sesuai dengan yang diharapkan penulis.

4. Analisis data (Analysis)

Tahap analisa merupakan tahap bagi peneliti menganalisis data-data yang
diperoleh dari Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Cukai berkaitan dengan Peredaran Rokok llegal di Kota Malang.
Data-data yang telah diperolen kemudian dianalisis menggunakan Kajian
Teori yang telah dijelaskan diatas dengan metode empiris yang nantinya akan
menemukan hasil penelitian yang baru mengenai Optimalisasi Pengawasan
Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok llegal di Malang ditinjau dari Undang-
Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus di Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang).

5. Kesimpulan (Conclusion)
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Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari
analisis data dengan menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang
disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian
empiris ini adalah terciptanya sebuah penelitian baru yang belum pernah
diteliti sebelumnya. Namun demikian kesimpulan tersebut bersifat fleksibel

dan sementara jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Sejarah singkat Bea Cukai Malang

Berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-
46/BC/2008 tanggal 14 Juli 2008 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
Cukai Tipe A3 ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya cukai.

Terletak di tengah kota tepatnya di jalan Surabaya no 2 Malang,
KPPBC Tipe Madya Cukai malang Sebagai instansi vertical Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala kantor Wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur
dalam Keputusan menteri Keuangan Rl Nomor : 74/PMK.01/2009 tangal
8 April 2009 yaitu “Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan
dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam membantu pelaksanaan tugas, maka diselenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan intelijen, patrol, penindakan dan penyidikan di bidang
kepabeanan dan cukai

b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan
senjata api.

c. Pelaksanaan pelayanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

d. Pelaksanaan pemberian perijinan dan cukai
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Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea
keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal

Penerimaan, Penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
dokumen kepabeanan cukai

Pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan
dan cukai

Pengawasan penlaksanaan tugas dan evaluasi kinerja

Pelaksanaan administrasi Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai

. Visi dan Misi Bea Cukai Malang

-Visi

Menjadi Kantor modern terbaik dalam hal Pengawasan dan Pelayanan
di Bidang Cukai

-Misi

Pelayanan Terbaik kepada industry, perdagangan dan masyarakat
-Motto

Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi
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3. Sturuktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
Cukai Malang
Dalam mewujudkan harapan untuk membuat instansi bergerak
lebih maju, diperlukan adanya struktur organisasi yang baik sehingga
setiap lini pekerjaan akan teratasi dengan baik.
Berikut adalah struktur organisasi dari Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea Cukai Malang.

STRUKTUR ORGANISASI &3

KEPALA KANTOR
GUNAWAN TRI WIBOWO
KEPALA SUBBAGIAN UMUM
DARMANSYAH
(10 PELAKSANA)

KEPALA ,uu»un ANUAN nmu.susx PENVOIKAN DAN nmumu KEPALA SEXS! PELAYANAN KEPALA SEXS PELAYANAN KEPALA SEXS! PENYULUHAN DAN nmumnm AN
KIPABEANAN DAN CUKAI KIPAIEANAN DAN CUKAL LAVANAN INFORMAS!

MULADI SENO mov nsmno AGUSTIN MUJI wmw DIAN PURWANTO SANTJE ASBAY CATUR HERU BROTO
(12 PELAKSANA) (10 PELAKSANA) (11 PELAKSANA) (7 PELAKSANA) (5 PELAXSANA)

KELOMPOK PEJABAT
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA'
DAN CUKAI

PENCLITIAN DOKUMEN KEPABEANAN  PINELITIAN DOKUMEN KEPARCANAN  PENCLITIAN DOKUMIN KEPABCANAN  PONELITIAN OOKUMEN KCPADCANAN  PENELITIAN DOKUMEN KEPABEANAN  PENELITIAN DOKUMEN KEPASEANAN nfnqmuwwmwuw
DAN CUKAL

KA DAN CLXA

PENELITIAN w«wm MO ORI wwm KIPADDANAN  PENELITIAN wn .MH KIPABEANAN  PENELITIAN wuwu KEPABEANAN  PENELITIAN DOKUMEN KEPADZANAN
AN UM

cumunsmouo mmuamumwmn zsnnuumum Acmmnrmwmm m

PENELITIAN DOKUMEN KEMBEANAN  PENELITIAN DOKUMEN KEPABEANAN PENELITIAN DOKUMEN KIPABEANAN
DAN CUKA!

2 ' OAN CUKAI DAN CUAI

PENELITI nm w N l ABEANAN PLIARAT FUNGSIONAL PRANATA
APEN TERMPIL

KEUANGAN
R KAUTSAR FIRDAUSI GILBERT TASIDJAWA

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
Cukai Malang
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B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Kendala Pengawasan Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang

Malang merupakan kota yang memiliki letak wilayah yang cukup
luas, wilayah tersebut di bagi menjadi 3 bagian yaitu Kota Batu, Kota
Malang, dan Kabupaten Malang. Tidak memungkiri bahwa setiap
upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai (KPPBC) Malang dalam mencegah terjadinya tindakan
kasus Rokok Ilegal akan mengalami kendala-kendala yang dapat
menghambat berjalannya kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai (KPPBC) Malang sesuai apa yang direncanakan atau
disusun sebelumnya.

Adapun uraian tentang kendala yang dialami Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang dalam upaya
mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal di Malang sesuai dengan
keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang disampaikan
dari hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

a. Terdapat risiko resistensi fisik dari masyarakat dalam kegiatan
penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur budaya dan
kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan pernyataan dari Soerjono Soekanto bahwa teori
efektifitas bahwa pengaruh efektivitas salah satunya juga ditentukan

oleh beberapa faktor hukum dimana kepastian bersifat nyata dan

44



keadilan bersifat abstrak juga dalam faktor fasilitas hukum dimana
kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum dimana
kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum
sedangkan anggaran Bea Cukai masih tergolong terbatas akibat masih
adanya peredaran rokok ilegal maka terkandang pada nyatanya juga
terjadi pertentangan dalam penerapannya. Hal ini jika ditinjau dari segi
empiris ataupun praktek bisa saja terjadi karena sebab-sebab atau
faktor yang menjadi kendala berbeda-beda tergantung pada situasi dan
kondisi, seperti : masih adanya resistensi dari masyarakat, faktor SDM,
faktor masyarakat ataupun faktor lainnya yang bisa ditemui (yang
hanya terjadi) di lapangan. Dalam mengatasi kasus tersebut Bea Cukai
malang mengalami kendala salah satunya yaitu adanya resistensi fisik
dan budaya. Seharusnya pihak Bea Cukai Sendiri harus lebih sering
untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menghargai
kinerja petugas Bea Cukai dan menjelaskan bahwa hal sudah
dilakukan telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang
terjadi saat ini adalah belum ada ke efektifan dalam menangani kasus
yang masih terjadi. Dan seharusnya pemerintah sendiri dan aparat yang
bertugas sudah memahami peraturan-peraturan yang sudah dibuat
seperti undang-undang dan peraturan lainnya.

Selain itu Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap
problematika Peredaran Rokok llegal dengan melakukan berbagai

program yang sejalan dengan strategi pengurangan dan pengelolaan
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rokok ilegal. Selain program-program yang telah dibuat agar terealisasi
dengan maksimal. Jadi antara Pemerintah dan Petugas Bea Cukai bisa
melakukan kerja sama untuk menangani kasus yang terjadi. Agar
masyarakat sendiri lebih memahami aturan yang dibuat adalah untuk
melindungi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Intinya adalah keasadaran hukum masyarakat sebenarnya
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu
diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat
hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat
kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya,
dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat
tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang
memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang
lebih besar dari materil maupun immaterial jika tidak patuh terhadap
hukum. Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya
tergantung pada kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam
bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan
hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung
pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan
hukum tertentu dalam masyarakat.®* Dan kendala pengawasan yang
dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Malang kemungkinan adalah adanya para pengguna jasa yang masih

% Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali,

Jakarta, 220.

46



melakukan kecurangan di dalam memproduksi dan mendistribusikan
barang dagangnya. Kecurangan yang sering di lakukan oleh pengguna
jasa pada umumnya didasarkan oleh beberapa faktor salah satunya
ialah faktor ekonomi. Mungkin juga disebabkan akibat kenaikan tarif
cukai hasil tembakau industri pengolahan tembakau berskala mikro
dan kecil terkena dampaknya. Banyak juga perusahaan-perusahaan
kecil tidak mampu untuk bersaing dengan industri sejenis bahkan tidak
mampu untuk membayar cukai. Hal ini menimbulkan peluang bahwa
perusahaan akan melakukan kecurangan akibat tarif yang ditetapkan
terlalu tinggi. Maka dari itu, pada tahun 2021 pemerintah mengambil
kebijakan dari beberapa aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi
perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau,
peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

Disisi lain konsumen rokok di Indonesia didominasi oleh
masyarakat menengah ke bawah. Faktor kenaikan tarif cukai hasil
tembakau dan harga rokok membuat banyak masyarakat tidak mampu
membeli rokok yang resmi serta menjadi alasan mereka berpindahnya
perokok untuk mengonsumsi rokok ilegal karena harganya jauh lebih
murah. Selain itu yang menjadi hambatan yaitu Kkurangnya
pengetahuan dari masyarakat sendiri dan adanya resistensi dari
masyarakat yang disebabkan oleh kerugian yang dialami atas

pengawasan yang dilakukan serta kondisi geografis daerah tempat
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operasi yang kurang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Kun Welly:

“Sebagaimana mestinya masyarakat berperan sangat
penting, khususnya toko-toko yang menjual rokok ilegal
dan pembeli. Dengan adanya kesadaran dimulai dari
penjual toko-toko seperti tidak menjual rokok ilegal
dengan menolak penitipan atau pembelian dari sales
rokok ilegal dan pembeli yang melakukan pembelian
rokok ilegal maka dapat mengurangi peredaran rokok
ilegal (pemasaran rokok ilegal menjadi terhenti)
sehingga kegiatan produksi rokok ilegal pun menjadi
berkurang. Selama ini juga telah dilakukan kegiatan
operasi penindakan ke tempat-tempat produksi rokok
ilegal yang menggunakan modus berpindah-pindah
tempat (tidak menetap), penindakan terhadap agen dan
sales rokok ilegal, sehingga perlu juga didukung oleh
kesadaran masyarakat baik penjual maupun pembeli.
Maka peran masyarakat juga sangatlah penting "**

Dari hasil wawancara tersebut dinilai Masih adanya kurang
kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal. Masyarakat sendiri
belum sadar peraturan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Di dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual,
atau menyediakan barang kena cukai akan dikenakan pasal 29 ayat
(1) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling paling lama 5 (lima) tahun dam/atau pidana

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

¥ Kun Welly, “Wawancara” Malang 27 April 2021.
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(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sedangkan di
dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang
belum optimal untuk memberikan arahan untuk masyarakat
terutama produsen dan pedagang eceran tentang kerugian yang
dialami oleh Negara akibat adanya pelanggaran cukai. Jadi
seharusnya petugas Bea Cukai seharusnya melakukan pengawasan
dikarenakan lebih tegas agar kasus peredaran rokok ilegal tidak
semakin banyak dan melakukan sosialisasi agar masyarakat

mengetahui peraturan hukum yang sudah ditetapkan

b. Keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan
secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di Wilayah
Malang Raya

Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan Bea
dan Cukai juga salah satu kendala untuk menangani kasus peredaran
rokok ilegal. Dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait
peredaran rokok ilegal di wilayah Malang raya. Padahal sudah
dijelaskan di dalam dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Dari kendala tersebut seharusnya pemerintah lebih menegaskan
kepada pihak yang berwenang agar lebih menerapkan peraturan yang
sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

dimana sudah dijelaskan bahwa orang yang menawarkan,
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menyerahkan, menjual, menimbun dan menyimpan barang kena cukai
akan di kenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi
rokok ilegal menyebabkan kurang dilakukan antara pihak yang
berwenang dan produsen. Seharusnya produsen harus mematuhi
peraturan yang ada apabila ingin memproduksi rokok. Dan pihak yang
berwenang harus sering melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara
mendatangi tempat-tempat yang dibuat untuk tempat produksi rokok
ilegal dan menambahi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar
supaya kasus ini tidak marak terjadi karena akan menimbulkan
kerugian Negara sendiri.

Maka dari itu penguatan dengan lembaga yang berwenang harus
lebih diperkuat agar petugas dan produsen saling bekerja sama untuk
menangani kasus rokok ilegal yang ada di Malang. Supaya masyarakat

lebih jera dengan hukum yang telah diatur.

. Optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di
Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Malang
Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021, dengan
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang.
Informannya terdiri dari seksi penindakan, penyidikan dan hasil barang

penyidikan.
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Sebagaimana yang di harapkan oleh setiap pemerintahan agar tidak
mengalami kerugian ekonomi karena semakin maraknya Rokok llegal

khususnya di Kota Malang.

a. Melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupun

eksternal terhadap peredaaran rokok ilegal

Masalah peredaran rokok legal tanpa cukai yang terjadi di
wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang
sampai sekarang masih beredar luas dan di perdagangkan walaupun
secara tertutup maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga menjadi
perhatian bagi Bea Cukai untuk mengurangi tindakan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Diky adi saputra bagian

BPHP menerangkan :

“bahwa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan
dan pelayanan Bea Cukai Malang dalam penanganan
rokok ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai proses
di pengadilan. Namun, upaya dan ikhtiar dari Kantor
Pengawasan dan Pelayanan bea Cukai Malang masih
selalu diupayakan.

Dalam hal melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang adalah pengawasan secara

% Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.
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(Internal Control) Pengawasan dari dalam organisasi dimana petugas
dan pengawas bertugas mengumpulkan semua data dan informasi
yang didapatkan dari laporan-laporan yang diutarakan dari masyarakat
terkait peredaran rokok ilegal. Di dalam pengawasan ini kadang-
kadang pemimpin diperlukan untuk melihat kebijakan/keputusan yang
telah dikeluarkan. Dan petugas juga dapat mengambil tindakan
korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh control
internal di bawahnya. Menurut Bapak Diky Adi Saputra juga
mengatakan bahwa unit pengawasan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Malang melakukan pengawasan BKC yang
telah diatur dalam Undang-Undang Cukai tersebut. Salah satunya
adalah rokok sebagai hasil olahan tembakau. Maka dari itu yang
dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
melakukan kerja sama dengan eksternal, eksternal disini adalah
masyarakat yang melakukan kerja sama yang di lakukan oleh petugas
untuk mengawasi peredaran rokok ilegal. Semakin sering melakukan
koordinasi dengan masyarakat maka kasus rokok ilegal semakin
berkurang. Karena data yang didapatkan dalam waktu 4 tahun terakhir
jumlah kerugian yang dialami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Malang semakin meningkat. Dan kerugian ekonomi Negara
semakin meningkat juga. Kasus penanganan rokok ilegal

kemungkinan besar terus terjadi apabila
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daerah yang sudah digunakan sebagai tempat memproduksi rokok
ilegal semakin bertmbah luas apabila masyarakat tidak melakukan

kerja sama dengan petugas terkait.

Kesadaran kepedulian terhadap kasus ini sangatlah
penting, masyarakat juga memiliki peran penting dalam program
pengurangan produksi rokok ilegal di Indonesia, sehingga tidak
hanya pemerintah yang berperan aktif dalam menangani kasus ini,
seperti halnya masyarakat mulai membeli rokok yang sudah

dilekati pita cukai.

Beberapa penelitian terdahulu, telah menjelaskan bahwa
untuk penegakan hukum terhadap kasus ini yaitu dengan cara
melakukan penindakan langsung dari aparat bea dan cukai dan
langsung dilakukan pemusnahan. Tanpa adanya bantuan dari

masyarakat dari daerah tersebut.*®

a. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak Hukum terkait
dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan Pemerintah
daerah, Polri, TNI, dan lain-lain

Terhadap beredarnya kegiatan rokok ilegal dan tidak selesai disini
namun juga selalu merespon dengan cepat terhadap laporan-laporan

yang diutarakan dari beberapa masyarakat

% Adinda Cahya Maghfirah, “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean ¢ Pare-Pare Perspektif Hukum Islam,” 2020.
http://repository.iainpalopo.ac.id
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terkait peredaran rokok ilegal. Seperti yang disampaikan oleh

bapak Diky adi saputra bahwa:

“ peredaran rokok ilegal di sektor Malang cukup banyak
tentunya hal ini tidak bisa dilakukan secara individual.
Namun, pencegahan harus dilakukan secara gotong
royong dengan melakukan koordinasi dengan aparat
penegak hukum terkait dalam rangka penanganan agar
penyebaran penjualan rokok ilegal bisa terminimalisir.
Tentunya, harus ada penanganan yang secara bersama
yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, POLRI,
maupun TNI. Karena pengedaran rokok ilegal banyak
dilakukan di pasar-pasar maka operasi pasar dan
operasi darat juga selalu rutin dan berkala di tempat
pasar-pasar yang rawan terjadinya rokok ilegal.”’

Berdasarkan tujuan pemerintah mengenakan cukai mungkin untuk
mengetahui jumlah konsumsi rokok yang dapat mengakibatkan
dampak negatif bagi masyarakat. Tetapi, pengenaan cukai juga
mengakibatkan pula timbulnya potensi peredaran rokok ilegal karena
banyak keinginan mengonsumsi rokok yang tinggi dari masyarakat.
Maka dari itu petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar bisa membantu
dalam menekan konsumsi rokok beserta peredaran rokok ilegal ini
maka diperlukan pengawasan sehingga peredaran rokok ilegal bisa

diminimalisir dan penerimaan cukai menjadi optimal.

¥ Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.

54



Dan dari sumber berita yang penulis temukan di mbisnis.com
bahwa selama 2021 Kanwil Bea Cukai Jatim terus melakukan operasi
pasar menelusuri perusahaan jasa titipan (PJT) menyisir penjualan
rokok eceran, hingga visiting pengusaha barang kena cukai untuk
menggembur peredaran rokok ilegal. Dalam 16 Agustus- 21
September 2021 Kanwil Bea Cukai berhasil mengamankan sebanyak
2.590.031 batang rokok ilegal, 3.820 gram TIS dan 220,91 Liter
MMEA dengan total kerugian Negara sebesar Rp 1.469.236.534.%

Bapak Sutrisno juga menyampaikan:

“disamping menjalankan tugas pengawasan Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai juga
melaksanakan edukasi seputar rokok ilegal”.*

Operasi pengawasan Rokok llegal yang selalu menemukan barang
bukti menandakan bahwa peredaran rokok tersebut rill terjadi ada
dilapangan. Hal itu terjadi karena pasar rokok ilegal masih ada
terutama dengan semakin tinginya harga legal karena adanya

penarifan tarif cukai setiap tahunnya.

% https://m.bisnis.com/amp/read/20210924/532/1446498/jutaan-batang-rokok-ilegal-diamankan-
dari-seputar-malang (diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 16:33)
% Sutrisno, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.
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C. Penindakan yang dilakukan kemudian diproses lebih lanjut oleh Seksi

Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
Penegakan hukum sangat diperlakukan karena untuk memberikan

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum
terhadap peredaran rokok ilegal di Malang. Dalam melakukan penegakan
hukum juga perlu adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi
masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal. Penyidikan
dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai sudah diatur dalam Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai harus melalui
beberapa tahapan dalam implementasinya seperti penegakan hukum,
pemeriksaan dan penyelesaian kasus- kasus sebelumnya. Petugas Bea dan
Cukai secara khusus penyidik di bidang cukai yang dalam implementasinya
akan dilakukan oleh DJBC, yaitu menginvestigasi tindak pidana di bidang
cukai dan menyerahkan hasil investigasi yang telah diatur dalam Pasal 63
Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007. Investigasi pertama kali dilakukan
oleh bea dan Cukai kemudian mereka membawa dokumen lengkap (P21) ke
kantor Kejaksaan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh
hakim.*® Adanya Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

% Adinda Cahya Maghfirah, “Penindakan Cukai llegal Pada Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean ¢ Pare-Pare Perspektif Hukum Islam,” 2020.
http://repository.iainpalopo.ac.id

56


http://repository.iainpalopo.ac.id/

masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Agar terciptanya perdagangan yang sah dan benar menurut

aturan Negara. Bapak Diky adi Saputra juga menyampaiakan bahwa:

“ atas setiap penindakan yang dilakukan kemuadian di
proses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang
hasil penindakan agar oknum pengedar rokok ilegal
agar harapannya memberikan efek jera terhadap oknum
pengedar rokok ilegal. ”**

Dari hasil yang didapat yang disampaikan oleh narasumber bahwa
penyidikan yang dilakukan untuk memberikan penegakan hukum
secara adil kepada pengedar rokok ilegal. Disisi lain, perlu adanya
kerja sama dari pihak lain seperti yang sudah dijelsakan karena untuk
mengatasi kasus rokok ilegal yang masih banyak terjadi. Maka dari itu

masyarakat diharapkan memahami peraturan yang sudah di tentukan.

3. Perspektif Maslahah
Indonesia merupakan Negara hukum yang melibatkan peraturan di
setiap kejadian kehidupan. Hukum merupakan suatu aturan yang
bertujuan untuk tercapainya tujuan Negara dengan ketertiban. Apalagi

dalam urusan perekonomian, semua sudah terdapat peraturan baik dari

* Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.
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perundang-undangan maupun kebijakan dari pemerintah atau
perusahaan sendiri. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai pemberi
batasan dan pengontrol untuk manusia dalam melakukan semua
kegiatan. Seperti halnya dalam memproduksi dan peredaran rokok
ilegal yang juga membutuhkan surat izin agar kesejahteraan dan
keadilan masyarakat Indonesia dapat berjalan sebagai mestinya.
Kegiatan usaha yang terkena cukai wajib mendaftarkannya pada Bea
Cukai dan Pemerintah setempat.

Pemerintah juga harus berkontribusi dalam perizinan tersebut
dalam rangka memberi batasan supaya tidak berlebihan dalam
menindak. Pemerintah seharusnya memperkecil mafsadat agar
bertujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang baik dan tertib,
patuh hukum sertaa menghindrari kerugian Negara karena tidak
memperkecil ~ kemungkinan banyak pengusaha yang lebih
mementingkan keuntungan untuk pribadi tanpa melihat kerugian
Negara yang akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat.

Dilihat dari jumlah pelanggar peredaran rokok ilegal khususnya di
Malang, masih banyak pengusaha rokok yang sengaja tidak memiliki
izin sehingga Negara mengalami kerugian atas perbuatannya.
Meskipun tidak dapat ditampik dalam peredaran rokok ilegal tersebut
dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat kelas
ekonomi menengah kebawah yang ingin mengkonsumsi rokok dengan

harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal yang dilekati cukai
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dan menguntungkan para pengusaha dari segi ekonomi. Hal tersebut
harus memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat maslahah.
Syarat pertama adalah, sesuatu yang dianggap maslahat harus
mendatangkan manfaat atau bebas dari mudharat bukan hanya
mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharat.
Sedangkan di dalam peredaran rokok ilegal tersebut mendatangkan
mudharat berupa kerugian Negara. Selanjutnya, mengandung
kepentingan umum bukan pribadi. Sedangkan pengusaha rokok ilegal
hanya memberikan keuntungan pada dirinya dan sebagian Kkecil
masyarakat ekonomi menengah namun ternyata membahayakan
kemanan sendiri dan masyarakat yang mengedar dari segi hukum serta
tidak jelas kandungan komposisi yang ada di dalam rokok ilegal
tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan hukum
syara’ khusunya Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan maslahah harus
memelihara tujuan syara" serta menghindari kerusakan sesuai dengan
keterangan dari al-khawarizmi.** Selain mengenai peredaran rokok
ilegal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan maslahah karena
memberikan banyak kemudharatan juga dikategorikan tidak mematuhi
perintah Allah berupa tidak mematuhi perintah pemimpin.

Dijelaskan dalam kaidah fighiyah:

dollizlall Jedalallizl 2l

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

*2 Syarifuddin Amir, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 346.
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Kaidah diatas mengarah pada peredaran rokok ilegal yang tidak
memiliki izin, tidak memiliki cukai atau dilekatkan pita cukai palsu,
serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran tersebut
berupa berkurangnya pendapatan Negara, kesehatan masyarakat yang
di khawatirkan terganggu karena ketidak jelasan komposisi yang
digunakan oleh  pengusaha rokok ilegal, berpengaruhnya
perekonomian penduduk mengakibatkan pendapatan Negara yang
tidak stabil.

Berdeda hal dengan optimalisasi pengawasan pihak Bea Cukai
terhadap rokok ilegal. Bentuk pengawasan tersebut merupakan suatu
upaya untuk melakukan pencegahan kemudharatan karena
kemudharatan akan mendatangkan kerusakan. Syarat-syarat maslahah
termasuk relevan jika dikorelasikan dengan apa yang dilakukan dengan
Bea Cukai dalam pengawasan yang berada di dalam Undang-Undang
Nomor Tahun 2007. Wajibnya pemerintah melindungi keamanan
Negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia
merupakan salah satu tujuan maslahah. Hal ini tergolong dalam

perintah Allah dalam al-Qur’an:*®

Odall o o S 0 0y oy Dyn e by 31 110 gyl Sn Sy

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara golongan kamu segolongan
orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang
ma ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang

yang beruntung. ” (Q.S Ali Imran: 104)

* Ustadzah Endang Hendra, Lc, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Cordoba
Internasional Indonesia, 2012), 50.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1 Penindakan untuk kasus Rokok llegal pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok
ilegal yang tersebar di kawasan Malang, ada penindakan dan
penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Jumlah SDM
(Sumber Daya Manusia) yang belum memadai menjadi halangan
dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran
rokok ilegal di Malang. Namun Bea Cukai tetap untuk melakukan
kegiatan operasi rokok ilegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai
sendiri tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan
pengawasan di Malang. Penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea
dan Cukai Malang yang tiap tahunnya kasus rokok ilegal semakin
meningkat setiap tahunnya Di Malang sendiri belum menerapkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan
Pasal 56.

2. Upaya pengawasan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Malang adalah melakukan pengumpulan informasi baik
dari internal maupun eksternal dan juga melakukan koordinasi dengan

aparat penegak hukum dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik
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dengan pemerintah pemerintah daerah, polri dan setiap penindakan
yang dilakukan kemudian diproses lebih lanjut oleh seksi penyidikan
dan barang hasil penindakan. Di dalam maslahah mursalah sendiri
harus memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat maslahah,
yaitu sesuatu yang dianggap maslahat harus mendatangkan manfaat
atau bebas dari mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat
tanpa mempertimbangkan mudharatnya sedangkan di dalam peredaran
rokok ilegal tersebut mendatangkan mudharat yaitu berupa kerugian
Negara. Sedangkan maslahah harus memelihara tujuan syara’ serta

menghindari kerusakan sesuai dengan keterangan al-khawarizmi.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan antara

lain:

Lebih menekankan upaya hukum yang telah dibuat yaitu Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal 56 dan menambah jumlah
jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) agar lebih optimal untuk mealakukan

tindakan operasi rokok ilegal.
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Lampiran 2 Foto Dokumentasi

b

Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Diky Adi Saputra
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Foto 2: Wawancara dengan bapak Kun Welly
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Foto 3: Wawancara dengan bapak Kun Welly dan Bapak Sutrisno
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Foto 4: Bersama Bapak Diky Adi Saputra Tim Penyidik dari Bea Cukai
Malang
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Foto 5: Petugas bea Cukai melakukan operasi dan sosialisasi kepada penjual
rokok ilegal di Malang
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Lampiran 3 Laporan Data Kasus Rokok llegal Di Kota Malang Pada Tahun 2018-

2021

Jumlah

Jumlah Penindakan SauEm Perkiraan Eoen
Tahun |Bulan (Surat Bukti Penindakan Nilai - Tindak Lanjut
Rokok llegal/SBP) (Batand Barang (e ED NEERTE
Rokok)
2018 Januari 4 7,4 juta 2,6 Milyar 2,75 Milyar 4 SBP: BMN
Februari 2 2 SBP: BMIN
Maret 6 6 SBP: BMIN
April 5 2 SBP: PENYIDIKAN
3 SBP: BMN
Mei 3 3 SBP: BMIN
Juni 2 2 SBP: BMIN
Juli 1 1 SBP: BMN
Agustus 4 1 SBP: PENYIDIKAN
3 SBP: BMN
1 SBP: PENYIDIKAN
September 4 2 SBP: DENDA
1 SBP: BMN
Oktober 2 2 SBP: BMIN
November 6 6 SBP: BMIN
2 SBP: DENDA
Desember 3 1 SBP: BMN
TOTAL 42
2019 Januari 2 10,06 juta 3,5 Milyar 3,7 Milyar 2 SBP: BMN
Februari > 1 SBP: DENDA
1 SBP: BMN
Maret 4 1 SBP: PENYIDIKAN
3 SBP: BMIN
. 1 SBP: DENDA
April 4 3 SBP: BMN
Mei 4 4 SBP: BMN
Juni 3 3 SBP: BMN
Juli 5 1 SBP: DENDA
4 SBP: BMN
Agustus 1 1 SBP: BMN
September 4 4 SBP: BMN
5 SBP: BMN
Oktober 6 1 SBP: DENDA
3 SBP: PENYIDIKAN
November 10 7 SBP: BMIN
1 SBP: DENDA
Desember 7 6 SBP: BMN
TOTAL 52
2020 Januari 2 11,8 juta 4,1 Milyar 5,37 Milyar 2 SBP: BMIN
Februari 4 4 SBP: BMN
Maret 2 2 SBP: BMIN
April 2 2 SBP: BMN
Mei 2 2 SBP: BMIN
Juni > 1 SBP: DENDA
1 SBP: BMN
Juli 9 1 SBP: DENDA
8 SBP: BMN
1 SBP: DENDA
Agustus 4 3 SBP: BMN
1 SBP: PENYIDIKAN
September 12 1 SBP: DENDA
10 SBP: BMN
Oktober 8 8 SBP: BMIN
November 3 3 SBP: BMIN
Desember 7 7 SBP: BMIN
TOTAL 57
2021 |Januari 11 Hatia® a8 Milyar 6,67 Milyar oS BN,
1 SBP: PENYIDIKAN
Februari 7 1 SBP: DENDA
5 SBP: BMIN
Maret 6 1 SBP: PENYIDIKAN
5 SBP: BMIN
April 3 3 SBP: BMIN
Mei 2 2 SBP: BMIN
Juni 1 1 SBP: BMN
Juli 5 1 SBP: DENDA
4 SBP: BMN
Agustus 10 10 SBP: BMN
September 16 > SBP: PROSES
C():;fgelr s 1 SBP: DENDA
Oktober) 4 SBP: PROSES
TOTAL 66
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Lampiran 4 Persetujuan lzin Penelitian
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